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ASPEK PIDANA TERHADAP TRANSAKSI MATA UANG KRIPTO YANG 

BERPOTENSI SEBAGAI TEMPAT PENCUCIAN UANG 

 

ABSTRAK 

(Paskalis Jovena Limaatmaja : 2023) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah transaksi mata uang kripto dapat 

dikategorikan sebagai harta kekayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan bagaimana transaksi mata uang kripto 

yang berimplikasi pada tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian normatif yuridis yang mengacu pada pendekatan perundang-

undangan. Penelitian ini membahas tentang definisi dan sejarah mata uang kripto, 

mekanisme transaksi mata uang kripto, regulasi mata uang kripto di Indonesia, 

definisi dan jenis tindak pidana, serta jenis tindak pidana pencucian uang dalam 

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. 

 

Berdasarkan hasil penelitian, transaksi mata uang kripto dapat dikategorikan 

sebagai harta kekayaan yang dapat digunakan sebagai tempat pencucian uang. Oleh 

karena itu, tindak pidana pencucian uang melalui transaksi mata uang kripto harus 

ditindaklanjuti dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 

Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa 

penggunaan teknologi blockchain pada mata uang kripto dapat mempermudah 

pelaku kejahatan untuk melakukan transaksi tanpa terdeteksi. Sebagai saran, perlu 

adanya peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap transaksi mata uang 

kripto yang terjadi di Indonesia, serta pembuatan aturan yang lebih spesifik untuk 

mencegah tindak pidana pencucian uang melalui transaksi tersebut. Selain itu, 

edukasi dan pemahaman masyarakat perlu terus ditingkatkan, baik melalui 

program-program pemerintah maupun dari bursa kripto itu sendiri. PPATK sebagai 

lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk mencegah dan mengatasi tindak 

pidana pencucian uang perlu mengambil peran yang lebih aktif dalam memantau 

dan mengontrol transaksi mata uang kripto. 

 

Dalam kesimpulannya, kolaborasi antara regulator, industri, dan masyarakat secara 

keseluruhan perlu terus ditingkatkan untuk mengurangi risiko tindak pidana 

pencucian uang melalui transaksi mata uang kripto. Peraturan yang lebih jelas dan 

tegas perlu disusun untuk mengatur transaksi mata uang kripto yang berkaitan 

dengan tindak pidana pencucian uang, dan kolaborasi antara PPATK dan bursa 

kripto seperti Indodax dapat membantu mengawasi dan mengontrol transaksi 

tersebut. 

 

Kata Kunci : Kripto, Tindak Pidana Pencucian Uang, Pengawasan, Kolaborasi 
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RINGKASAN 

ASPEK PIDANA TERHADAP TRANSAKSI MATA UANG KRIPTO YANG  

BERPOTENSI SEBAGAI TEMPAT PENCUCIAN UANG 

(Paskalis Jovena Limaatmaja : 2023 ) 

Mata uang kripto, seperti Bitcoin, Ethereum, dan sejenisnya, pertama kali 

muncul pada tahun 2009 dengan adanya Bitcoin yang diciptakan oleh 

seseorang yang menggunakan nama samaran "Satoshi Nakamoto". Mata 

uang kripto merupakan sistem transaksi digital yang menggunakan 

teknologi blockchain yang dapat dilakukan tanpa melalui lembaga 

keuangan, seperti bank. Mata uang kripto ini memiliki keunggulan seperti 

transaksi cepat dan biaya rendah, namun juga memiliki risiko keamanan dan 

volatilitas harga yang tinggi. 

 

Di Indonesia, Bank Indonesia pada tahun 2014 menyatakan bahwa Bitcoin 

dan mata uang kripto lainnya bukanlah alat pembayaran yang sah. 

Kemudian pada tahun 2019, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 

Komoditi (BAPPEBTI) menyatakan bahwa mata uang kripto termasuk 

komoditas yang harus diatur dalam peraturan pemerintah. Hal ini tercermin 

pada Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 

Pasar Fisik Komoditi Berjangka. 

Namun, meskipun tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, mata 

uang kripto memiliki potensi sebagai tempat pencucian uang. Hal ini karena 

transaksi menggunakan mata uang kripto dapat dilakukan secara anonim 

dan tanpa terikat oleh peraturan perbankan yang ketat. Oleh karena itu, 

peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi 

penting dalam mengawasi dan mencegah potensi pencucian uang yang 

terkait dengan transaksi mata uang kripto. PPATK secara terus-menerus 

memantau transaksi menggunakan mata uang kripto dan melakukan 

tindakan preventif dan penindakan terhadap aktivitas pencucian uang yang 

dilakukan dengan menggunakan mata uang kripto. 

 

Sehubungan dengan potensi pencucian uang yang terkait dengan mata uang 

kripto, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan dasar hukum 

yang penting dalam mengatasi masalah ini. Undang-undang ini memberikan 

kewenangan kepada PPATK untuk melakukan pengawasan terhadap 

transaksi keuangan yang dicurigai terkait dengan aktivitas pencucian uang, 

termasuk transaksi menggunakan mata uang kripto. Oleh karena itu, penting 

bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi menggunakan mata uang 
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kripto untuk memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku serta 

melaporkan setiap transaksi yang dicurigai kepada pihak berwenang. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui mata uang kripto dan 

ruang lingkupnya serta kategori  harta kekayaan  sebagaimana Undang-

Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan untuk mengetahui transaksi 

mata uang kripto yang berpotensi mempunyai implikasi Tindak Pidana 

Pencucian Uang.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana tipe penelitian 

hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang 

mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai bahan hukum 

primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan 

pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana atau ahli 

hukum. 

Hasil pembahasan yang penulis sajikan adalah sebagai berikut: 

 

1. Mata uang kripto dapat dianggap sebagai harta kekayaan jika memenuhi 

kriteria yang diatur dalam Pasal 1 butir 13 UU No. 8 tahun 2010 tentang 

Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, mata uang kripto belum memiliki 

status yang jelas dalam hukum Indonesia. Dalam beberapa kasus, Bank 

Indonesia telah mengeluarkan pernyataan bahwa mata uang kripto tidak 

diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Dalam konteks 

tindak pidana pencucian uang, mata uang kripto dapat menjadi sasaran 

tindakan pencegahan atau penindakan pencucian uang jika diperoleh dari 

hasil tindak pidana atau digunakan untuk kegiatan terorisme atau organisasi 

teroris. Bank Indonesia juga telah mengeluarkan larangan penggunaan mata 

uang kripto untuk jual beli dan pemrosesan transaksi yang berkaitan dengan 

mata uang kripto. 

 

2. Transaksi mata uang kripto dapat menjadi implikasi tindak pidana 

pencucian uang yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 

tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah. Pasal 5 Undang-Undang 

Tindak Pidana Pencucian Uang mengharuskan bursa atau platform 

pertukaran aset kripto untuk melakukan proses AML/KYC yang ketat untuk 

memastikan transaksi tersebut tidak terkait dengan tindak pidana pencucian 

uang. Jika ada pihak yang tidak melakukan proses AML/KYC dengan benar 

atau mengetahui bahwa aset kripto yang diterima atau diperdagangkan 

merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang namun tetap 

melanjutkan transaksi tersebut, maka tindakan tersebut dapat dianggap 

sebagai tindak pidana. Perdagangan mata uang kripto telah diatur oleh 

Bappebti, yang mewajibkan proses pengenalan pelanggan atau Know Your 

Customer (KYC) sebelum pelanggan dapat diberikan akun untuk transaksi 

perdagangan. KYC bertujuan untuk mencegah tindak pidana pencucian uang 

dan pendanaan terorisme. Penggunaan mata uang kripto dalam transaksi 

yang sah dan legal sangat penting untuk mencegah penyalahgunaannya 

dalam tindak pidana pencucian uang. 
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